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Abstract

The increasingly concerning global ecological crisis, such as climate change, deforestation, environmental
pollution, and the rampant illegal mining, is a consequence of modernity that carries an anthropocentric paradigm
and the irresponsible exploitation of natural resources. This research aims to critically examine the ecological
impacts of modernity and explore the Qur’anic perspective on human ecological responsibility, in relation to the
Sustainable Development Goals (SDGs). This research employs a library research method with a qualitative
approach, through a literature study of Quranic exegesis sources, Islamic ecology literature, and SDG policy
documents. The findings indicate that the Quran explicitly criticizes human behavior that causes environmental
damage, as stated in QS. Ar-Rum: 41, QS. Al-A’raf: 56, and QS. Al-Baqarah: 205, which depict humans
damaging the earth by destroying crops and livestock for personal gain. These verses emphasize that human
ecological responsibility in Islam is spiritual and moral in nature, not merely technical. This perspective aligns
with the sustainability values in the SDGs, such as illegal logging, unlicensed mining exploitation, and ecosystem
destruction, particularly SDG number 13 (Climate Action), which encourages concrete actions to address climate
change and its impacts, SDG number 14 (Life Below Water), which emphasizes the protection of marine
ecosystems from pollution and excessive exploitation, and SDG number 15 (Life on Land), which focuses on the
preservation of terrestrial ecosystems, sustainable forest management, and halting biodiversity loss. The
implications of this research emphasize the need for the integration of Quranic values into environmental policies
and ecological education to build a development paradigm that is just, sustainable, and based on spirituality.
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Abstrak

Krisis ekologis global yang semakin mengkhawatirkan seperti perubahan iklim, deforestasi,
pencemaran lingkungan, hingga maraknya pertambangan ilegal merupakan konsekuensi dari
modernitas yang mengusung paradigma antroposentris dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak
bertanggung jawab. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dampak ekologis
modernitas dan menggali perspektif Al-Qur’an tentang tanggung jawab ekologis manusia, dalam
kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Penelitian ini
menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif, melalui studi literatur terhadap
sumber-sumber tafsir Al-Qur’an, literatur ekologi Islam, serta dokumen kebijakan SDGs. Hasil temuan
menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara tegas mengkritik perilaku manusia yang menyebabkan
kerusakan lingkungan, sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum: 41, QS. Al-A’raf: 56, dan QS. Al-
Bagarah: 205 menggambarkan potret manusia yang merusak bumi dengan merusak tanam-tanaman
dan hewan ternak demi kepentingan pribadi. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab
ekologis manusia dalam Islam bersifat spiritual dan moral, tidak hanya sekadar teknis. Perspektif ini
sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan dalam SDGs seperti pembalakan liar, eksploitasi tambang
tanpa izin, dan perusakan ekosistem khususnya SDG nomor 13 (Climate Action) yang mendorong aksi
nyata menghadapi perubahan iklim dan dampaknya, SDG nomor 14 (Life Below Water) yang
menekankan perlindungan ekosistem laut dari pencemaran dan eksploitasi berlebihan, serta SDGs
nomor 15 (Life on Land) yang berfokus pada pelestarian ekosistem darat, pengelolaan hutan secara
berkelanjutan, dan penghentian kerusakan keanekaragaman hayati. Implikasi dari penelitian ini
menekankan perlunya integrasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam kebijakan lingkungan dan pendidikan
ekologi untuk membangun paradigma pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan
berlandaskan spiritualitas

Kata Kunci: Ekologi; Modernitas; Al-Qur’an; Tanggung jawab ekologi; SDGs

PENDAHULUAN

Al-Qur’an secara konsisten menempatkan manusia sebagai khalifah fi al-ard pemangku
amanah ilahiyah yang diberi tanggung jawab untuk menjaga Kkeseimbangan
ciptaan(Febriani, Waktar, and Tamam 2020). Idealitas ini tampak dalam berbagai ayat
yang menekankan pentingnya harmoni antara manusia dan alam, sebagaimana termaktub
dalam Surah Al-A’raf ayat 56, Surah Ar-Rum ayat 41, dan Surah Al-Baqarah ayat 205.
Konsep keberlanjutan dan keadilan ekologis dalam Al-Qur’an tidak hanya mencerminkan
relasi fungsional, tetapi juga dimensi spiritual antara manusia dan alam sebagai bagian dari
kesatuan tauhid (Pudjiastuti 2025). Dalam pandangan Islam, menjaga alam bukan sekadar
tindakan etis atau tanggung jawab sosial, melainkan bentuk pengabdian dan ketaatan kepada
Allah sebagai Zat Maha Pencipta (Widiastuty and Anwar 2025). Nilai-nilai ekologis dalam
Al- Qur’an bersifat transenden dan integral terhadap keberlangsungan hidup manusia,
bahkan merupakan bagian penting dari etika sosial Islam yang menuntut peran aktif
manusia dalam pelestarian lingkungan (Firdaus 2022).

Namun, realitas kontemporer menunjukkan terjadinya dislokasi mendalam antara
nilai-nilai ilahiyah yang diamanahkan kepada manusia dan praktik kehidupan modern yang
sarat dengan eksploitasi (Hidayatulloh 2020). Modernitas yang dibangun atas dasar
rasionalisme sekuler, materialisme, dan ekspansi kapitalistik telah melahirkan krisis ekologi
global yang mengancam seluruh tatanan kehidupan (Marks 2015). Konsep pembangunan
modern yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan penguasaan teknologi
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telah melahirkan pola hidup konsumtif, perusakan ekosistem, penggundulan hutan,
pencemaran laut dan udara, serta ketimpangan distribusi sumber daya alam. Salah satu
contoh nyata adalah aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat
Daya, yang tidak hanya mengancam kerusakan ekosistem laut dan daratan yang kaya
keanekaragaman hayati, tetapi juga melukai hak hidup masyarakat adat (Sani and
Syamsuddin 2025). Begitu pula program food estate yang dicanangkan di berbagai wilayah,
alih-alih menciptakan ketahanan pangan, justru memicu pembabatan hutan skala besar
yang mengganggu keseimbangan ekologis dan merugikan petani lokal dan masih banyak
lagi kasus kejahatan lingkungan yang terjadi khususnya di di Wilayah Indonesia.(Sari
2024)

Tahun 2025 ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melaporkan adanya 47
korporasi besar yang terindikasi merusak lingkungan sekaligus terlibat dalam praktik
korupsi sumber daya alam (SDA). Korporasi-korporasi ini bergerak di berbagai sektor seperti
perkebunan kelapa sawit skala besar, pertambangan (batu bara, emas, timah, dan nikel),
kehutanan, pembangkit listrik, penyediaan air bersih, hingga pariwisata yang tidak
berkelanjutan. Indikasi kuat menunjukkan bahwa eksploitasi yang dilakukan tidak hanya
menimbulkan kerusakan lingkungan berskala besar, tetapi juga merugikan negara hingga
mencapai Rp437 triliun (Makki 2025). Fakta ini menggambarkan betapa kerusakan
lingkungan dewasa ini bukan sekadar akibat dari ketidaktahuan ekologis, tetapi telah
menjadi bagian dari sistem ekonomi-politik yang destruktif dan koruptif. .

Dampak dari disorientasi ekologis ini tidak hanya dirasakan oleh alam semata, tetapi
telah menjalar menjadi problematika multidimensional yang melibatkan aspek sosial,
ekonomi, dan spiritual. Fenomena perubahan iklim ekstrem, bencana ekologis, punahnya
keanekaragaman hayati, hingga konflik sosial akibat perebutan sumber daya, menunjukkan
betapa krusialnya persoalan ini dalam kehidupan global saat ini (Ali 2023). Bagi umat
Islam, krisis lingkungan juga mencerminkan krisis akhlak dan spiritual, yakni terputusnya
relasi manusia dengan nilai-nilai tauhid yang mengajarkan kesederhanaan, keseimbangan
(mizan), dan kepedulian terhadap seluruh ciptaan Allah((Widiastuty and Anwar 2025).
Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kembali perspektif Al-Qur’an sebagai dasar
etika dan paradigma dalam menghadapi tantangan ekologis masa kini, sekaligus sebagai
bentuk konkret aktualisasi dari nilai-nilai Islam dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan itu, agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) yang
dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2015 sebenarnya memuat
dimensi-dimensi yang sejalan dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal keadilan ekologis
dan keberlanjutan (Yusuf and Raimi 2021). SDGs bertujuan membangun masa depan yang
inklusif, adil, dan lestari bagi seluruh umat manusia melalui 17 tujuan global, di antaranya
tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim, tujuan ke-14 tentang konservasi dan
pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut, dan tujuan ke-15 tentang perlindungan ekosistem
daratan. Ketiga tujuan ini secara eksplisit menempatkan lingkungan hidup sebagai elemen
strategis dalam upaya pencapaian kesejahteraan jangka panjang, baik secara lokal maupun
global (Arora-Jonsson 2023).

Namun demikian, implementasi dari SDGs di banyak negara, termasuk Indonesia,
masih cenderung bersifat teknokratis dan prosedural. Pendekatan yang digunakan lebih
menitikberatkan pada data statistik, pencapaian target indikator, serta perbaikan sistem
birokrasi pembangunan, tanpa menyentuh akar nilai atau kesadaran spiritual masyarakat
dalam menjaga lingkungan (Monkelbaan 2019). Upaya pelestarian alam seringkali
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integral dari
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etos hidup manusia. Di sinilah letak persoalannya: nilai-nilai spiritual dan etika teologis yang
bersumber dari wahyu Ilahi, seperti yang termuat dalam Al-Qur’an, belum secara serius
dijadikan sebagai kerangka dasar pembangunan berkelanjutan (Syaugiah, Alfalah, and
Nasrulloh 2025). Padahal, dalam Islam, tanggung jawab ekologis tidak hanya merupakan
kebutuhan pragmatis, tetapi juga bentuk pengabdian kepada Tuhan sebagai konsekuensi dari
tauhid dan khilafah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas lingkungan dalam perspektif Islam,
namun masih jarang yang secara eksplisit menyoroti kritik Al-Qur’an terhadap modernitas
dari sisi ekologi. Wasil and Muizudin (2023) menekankan krisis ekologi akibat sekularisasi
pandangan modern dan perlunya rekonstruksi kosmologi Islam sebagai basis etika
lingkungan. Chandra, Diar, and Hartati (2024) menyoroti persepsi masyarakat terhadap
lingkungan, namun tanpa aspek normatif Islam. Febriani et al. (2020) menyoroti
bagaimana kedua mufasir memahami relasi manusia dan alam, namun belum menyinggung
dimensi kritik terhadap modernitas. melalui pendekatan tafsir tematik mengangkat prinsip
keseimbangan alam dalam Al-Qur’an, seperti mizan dan larangan fasad, tetapi fokusnya masih
pada aspek normatif.. Syauqgiah and Alfalah (2025) menekankan prinsip keseimbangan
alam seperti mizan dan larangan fasad, masih bersifat normatif. Widiastuty and Anwar
(2025) membahas konservasi menurut Al-Qur’an dan Hadis serta implikasinya terhadap
kebijakan, namun lebih fokus pada praktik tanpa membedah akar krisis ekologi dalam
paradigma modern.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan membangun kerangka kritik ekologis
terhadap modernitas dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik yang
integratif. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya menekankan etika lingkungan
Islam secara normatif atau deskriptif, studi ini secara khusus menempatkan Al-Qur’an sebagai
instrumen kritik epistemologis dan paradigmatik terhadap modernitas yang bercorak
antroposentris, ekstraktivis, dan eksploitatif. Penelitian ini tidak hanya mengelaborasi konsep-
konsep Qur’ani seperti khalifah, amanah, mizan, dan fasad, tetapi juga mengaitkannya secara
kritis dengan praktik pembangunan kontemporer serta agenda global Sustainable Development
Goals (SDGs). Oleh karena itu, Al-Qur’an diposisikan bukan sekadar sebagai sumber nilai
normatif, melainkan sebagai ideologi alternatif pembangunan berkelanjutan yang menekankan
integrasi antara spiritualitas, keadilan ekologis, dan tanggung jawab manusia lintas generasi.
Pendekatan ini memperkaya khazanah ekoteologi Islam sekaligus menawarkan sintesis baru
antara tafsir Al-Qur’an, kritik modernitas, dan wacana pembangunan berkelanjutan global.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kritik ekologis terhadap
modernitas, Kemudian Menggali pandangan Al-Qur’an tentang tanggung Jawab ekologis
manusia, serta menganalisis relevansi nilai-nilai ekologis Islam dengan agenda
pembangunan berkelanjutan dalam SDGs. Selain itu Penelitian ini juga mengungkapkan
implikasi-implikasi Terhadap kebijakan lingkungan Dengan pendekatan ini, penelitian ini
diharapkan dapat memperkaya wacana ekoteologi Islam sekaligus menawarkan kerangka
baru pembangunan yang berkeadilan ekologis dan berakar pada nilai-nilai transendental
wahyu.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
pendekatan kualitatif yang bersifat konseptual dan teoretis (conceptual research dan
theoretical synthesis). Penelitian ini berfokus pada sintesis nilai-nilai normatif Al-Qur’an
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yang berkaitan dengan etika ekologis serta relevansinya dalam mengkritisi paradigma
modernitas dan wacana pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Pendekatan kualitatif dipilih karena bersifat deskriptif-analitis, yaitu menekankan pada
interpretasi makna teks dan penggalian kandungan nilai-nilai normatif yang bersumber
dari Al-Qur’an serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini tidak bertumpu pada data
numerik, melainkan berfokus pada penelaahan teks, penafsiran, dan pengembangan
konsep secara mendalam melalui analisis pustaka.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan
sekunder.

Tabel 1. Sumber Data

Jenis Sumber Data Peran dalam Penelitian

Sumber Data Al-Qur’an, Tafsir Ibn Kathir, Menjadi rujukan utama dalam mengkaji ayat-

Primer Tafsir Ar-Razi, Tafsir Al-Misbah, | ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan etika
Tafsir Al-Azhar. Tafsir Ath- ekologis, hubungan manusia dengan
Thabari lingkungan, serta nilai-nilai normatif yang

terkandung dalam wahyu

Sumber Data Buku ilmiah, jurnal dan artikel Memberikan landasan teoretis dan konteks

Sekunder ilmiah, laporan penelitian, modern, memperkuat kerangka analisis,
dokumen resmi Sustainable serta menjelaskan relevansi nilai-nilai Al-
Development Goals (SDGs), Qur’an dengan tantangan ekologis global dan
literatur tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan
ekologis kontemporer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi,
yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengorganisasi informasi dari berbagai sumber
tertulis yang relevan dengan topik kajian. Dokumen-dokumen tersebut kemudian ditelaah
secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait nilai-nilai
ekologis dalam Al-Qur’an dan kritiknya terhadap cara pikir modern yang eksploitatif.
Pengumpulan data juga dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber literatur yang
kredibel dan terkini guna mendukung kekayaan referensi dan validitas analisis.

Dalam hal teknik analisis data, penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan utama,
yaitu analisis kritik isi (content analysis), analisis tematik (thematic analysis), dan analisis kritis
(critical analysis). Analisis isi digunakan untuk menggali makna yang terkandung dalam teks
Al-Qur’an dan tafsir secara mendalam, baik secara tersurat maupun tersirat, terutama terkait
konsep khalifah, fasad, mizan, dan larangan kerusakan di bumi. Selanjutnya, analisis tematik
dilakukan dengan cara mengelompokkan ayat-ayat dan narasi-narasi yang memiliki
keterkaitan tema, seperti tema tanggung jawab ekologis manusia, keseimbangan alam, dan
hubungan manusia dengan ciptaan. Terakhir, analisis kritis digunakan untuk mengkaji ayat-
ayat tersebut dalam konteks sosial-budaya dan peradaban modern, sehingga dapat diperoleh
pemahaman yang relevan dengan realitas kontemporer serta mampu mengkritisi ideologi
modernitas yang antroposentris dan eksploitatif. Untuk lebih jelasnya dapat diamati dalam
gambar diagram alir dibawah ini.
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Gambar 1. Alur proses penelitian
Melalui pendekatan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan sintesis
yang mendalam antara pesan-pesan ekologis dalam Al-Qur’an dengan tantangan modernitas

serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan paradigma pembangunan
berkelanjutan yang holistik, etis, dan berbasis pada nilai-nilai spiritual Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kritik Ekologis terhadap Modernitas dalam konteks Indonesia

1. Paradigma Modernitas dan Wajah Ekspansif Pembangunan

Modernitas di Indonesia terwujud dalam model pembangunan yang bercorak
materialistik dan teknokratis, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai
indikator utama kemajuan sejak era Orde Baru hingga reformasi. Orientasi ini memang
mendorong ekspansi industri dan infrastruktur, namun cenderung mengabaikan
dimensi ekologis, spiritual, dan sosiokultural yang semestinya menjadi fondasi
pembangunan berkelanjutan (Suwarno 1996).

Kritik ekologis terhadap modernitas menyoroti fondasi epistemologis
pembangunan yang mengagungkan efisiensi, ekspansi produksi, dan dominasi
manusia atas alam. Cara pandang ini memosisikan alam sebagai komoditas ekonomi
semata, sehingga nilai intrinsik dan keseimbangan ekosistem terabaikan (Encep 2022).
Dalam konteks Indonesia, paradigma tersebut berkontribusi langsung terhadap
deforestasi, pencemaran lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, krisis iklim
lokal, serta meningkatnya bencana ekologis (Wiryawan 2025).

Fenomena ini selaras dengan etika lingkungan antroposentris yang menempatkan
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manusia sebagai pusat nilai dan menjadikan alam sekadar sarana pemenuhan
kepentingan manusia (Lolangion, Runturambi, and Kawuwung 2021). Ketika
antroposentrisme berkelindan dengan kepentingan ekonomi-politik, pembangunan
kerap melegitimasi eksploitasi sumber daya alam dan memutus tanggung jawab moral
manusia terhadap lingkungan (Kelvin and Darmawan 2025). Sejumlah studi
menunjukkan bahwa orientasi pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi
mempercepat eksploitasi sumber daya dan melemahkan daya dukung lingkungan
(Burhanuddin 2016), (Melo 2024), (Hidayat et al. 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disintesiskan bahwa paradigma modernitas
dan pembangunan ekspansif telah melahirkan krisis ekologis yang bersifat struktural
dan sistemik. Modernitas tidak hanya membentuk pola produksi dan konsumsi yang
eksploitatif, tetapi juga membangun cara pandang manusia yang menempatkan alam di
luar horizon tanggung jawab moral. Dalam konteks inilah nilai-nilai ekologis Al-Qur’an
menjadi relevan sebagai kritik normatif terhadap modernitas. Prinsip-prinsip seperti
keseimbangan (mizan), amanah ekologis, serta larangan melakukan kerusakan di bumi
(fasad fi al-ard) menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan pembangunan
dalam kerangka etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab spiritual terhadap alam dan
generasi mendatang,.

Food Estate dan Kekeliruan Pendekatan Teknis-Sentralistik

Program Food Estate mencerminkan kegagalan pendekatan modern dalam
pembangunan pertanian yang berorientasi teknokratis dan sentralistik. Meskipun
dibungkus dengan narasi “ketahanan pangan nasional”, implementasi program ini
menunjukkan kekeliruan metodologis dan ontologis, terutama melalui pemanfaatan lahan
gambut yang secara ekologis rentan tanpa mempertimbangkan daya dukung
lingkungannya (Rasman, Theresia, and Aginda 2023). Alih-alih meningkatkan ketahanan
pangan, kebijakan ini justru memicu pelepasan emisi gas rumah kaca, kebakaran lahan,
serta kerusakan sistem ekologis yang sebelumnya relatif stabil.

Kritik terhadap Food Estate tidak hanya diarahkan pada aspek kebijakan, tetapi pada
paradigma di baliknya, yakni keyakinan bahwa persoalan pangan dapat diselesaikan
melalui pendekatan korporatis, terpusat, dan berbasis proyek berskala besar. Pendekatan
ini mengabaikan peran masyarakat lokal, petani tradisional, serta pengetahuan ekologis
berbasis kearifan lokal, sehingga menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai
penggusuran epistemik, di mana pengetahuan modern mendominasi dan menyingkirkan
alternatif lokal yang lebih berkelanjutan.

Fenomena ini sejalan dengan perspektif ekologi politik yang memandang kebijakan
pembangunan pangan sebagai produk relasi kuasa antara negara, korporasi, dan elite
ekonomi, bukan sebagai keputusan yang netral secara ekologis (Roberts 2020). Dalam
kerangka ini, kerusakan lingkungan dipahami sebagai konsekuensi dari praktik
penguasaan sumber daya yang timpang, ketika kepentingan produksi dan akumulasi modal
lebih diutamakan daripada perlindungan ekosistem dan keadilan sosial. Sejumlah
penelitian empiris memperkuat Kkritik tersebut. Studi Izzati and Gustiawati (2024) serta
Putri and Hamid (2023) menunjukkan bahwa program Food Estate di lahan gambut
Kalimantan Tengah tidak hanya gagal mencapai target produksi, tetapi juga menimbulkan
dampak ekologis serius, sehingga menegaskan kelemahan pendekatan teknis-sentralistik
dalam pembangunan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disintesiskan bahwa Food Estate
merepresentasikan kekeliruan paradigma pembangunan pangan yang terlalu bertumpu
pada dominasi teknokratis. Paradigma ini tidak hanya gagal memahami kompleksitas
ekosistem, tetapi juga memutus relasi etis antara manusia, alam, dan sistem pangan lokal.

372



Al- Misykah:
Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir

Vol 6 No 2 (2025)
Dalam perspektif etika ekologis Al-Qur’an, pendekatan tersebut bertentangan dengan
prinsip mizan (keseimbangan), amanah, dan larangan fasad fi al-ard. Oleh karena itu,
pembangunan pangan berkelanjutan menuntut pergeseran paradigma menuju pendekatan
yang ekologis, partisipatif, dan berlandaskan tanggung jawab moral manusia sebagai
penjaga alam.
Penambangan legal dan Kekerasan Ekologis yang Sistemik

Modernitas juga hadir dalam wajah ekstraktivisme yang brutal. Penambangan
besar-besaran di Papua bukanlah sekadar pelanggaran hukum, tetapi manifestasi dari
paradigma pembangunan yang memuliakan eksploitasi (Wiparlo and Pandor 2024).
Kekerasan ekologis ini terjadi ketika negara dan pasar berkolaborasi secara terang-
terangan maupun diam-diam untuk mengeruk kekayaan alam tanpa memperhatikan
hak ekologis masyarakat lokal.

Penambangan ini menghancurkan struktur sosial-budaya masyarakat adat, yang
kehidupannya sangat terikat pada tanah dan ruang ekologisnya. Kritik ekologis di sini
menyasar bukan hanya pada praktik ekonomi destruktif, tetapi juga pada struktur relasi
kuasa yang timpang, di mana masyarakat adat dan petani kecil tidak hanya
terpinggirkan, tetapi juga dijadikan korban permanen dari proyek-proyek modernisasi
yang disfungsional secara ekologis dan tidak etis secara sosial.

Fenomena penambangan legal yang berujung pada kekerasan ekologis sistemik dapat
dijelaskan melalui teori ekologi politik (political ecology) dan kritik terhadap modernitas
ekstraktivis. Ekologi politik memandang kerusakan lingkungan bukan semata akibat
kesalahan teknis pengelolaan sumber daya, melainkan sebagai hasil dari relasi kuasa yang
timpang antara negara, korporasi, dan komunitas local (Roberts 2020). Dalam kerangka
ini, negara sering kali berperan sebagai fasilitator kepentingan pasar dengan melegitimasi
eksploitasi sumber daya atas nama pembangunan, sementara masyarakat adat diposisikan
sebagai subjek pasif yang harus menanggung dampak ekologis dan sosialnya.

Argumen ini sejalan dengan temuan Hutabarat (2022) yang menunjukkan bahwa
praktik penambangan legal di Papua tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara negara
dan korporasi dalam kerangka ekonomi politik global. Penelitian Mahendra dan Supanto
(2025) dalam kajian ekologi kritis juga menunjukkan bahwa proyek-proyek ekstraktivisme
di wilayah adat cenderung menghasilkan akumulasi keuntungan bagi aktor pusat,
sementara biaya ekologis dan sosial sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat lokal.

Berdasarkan kerangka teoretis dan temuan empiris tersebut, dapat disintesiskan
bahwa penambangan legal di Papua merupakan bentuk kekerasan ekologis yang
dilembagakan melalui kebijakan pembangunan modern. Legalitas negara tidak otomatis
menjamin keadilan ekologis, justru sering berfungsi sebagai instrumen legitimasi bagi
praktik eksploitasi yang merusak dan eksklusif. Kekerasan ekologis dalam konteks ini tidak
hanya menghancurkan lingkungan fisik, tetapi juga meruntuhkan fondasi sosial, budaya,
dan spiritual masyarakat adat. Oleh karena itu, kritik terhadap ekstraktivisme harus
diarahkan tidak hanya pada praktik ekonomi yang destruktif, tetapi juga pada paradigma
pembangunan dan struktur kekuasaan yang menopangnya. Tanpa perubahan mendasar
pada cara negara memaknai pembangunan dan relasi manusia dengan alam, masyarakat
adat dan petani kecil akan terus menjadi korban permanen dari modernisasi yang secara
ekologis disfungsional dan secara sosial tidak etis.

Privatisasi Laut dan Krisis Hak atas Ruang Hidup

Kasus pemagaran laut di Tangerang merepresentasikan bentuk nyata privatisasi ruang
ekologis publik oleh korporasi dengan legitimasi negara. Laut yang seharusnya menjadi
sumber kehidupan bersama direduksi menjadi ruang produksi eksklusif atas nama
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efisiensi dan pembangunan perikanan, sehingga nelayan kehilangan akses terhadap
sumber penghidupan mereka sendiri (Tantaru 2025). Fenomena ini mencerminkan
paradoks modernitas, di mana teknologi dan pembangunan justru menghasilkan eksklusi
sosial dan ekologis.

Kritik ekologis terhadap privatisasi laut menyoroti pemusatan kuasa ekonomi yang
merebut ruang hidup bersama dan mengalihkannya menjadi instrumen akumulasi kapital.
Praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk kolonialisme ekologis baru, di mana kontrol atas
alam tidak lagi dilakukan melalui penjajahan teritorial, melainkan melalui mekanisme
hukum, teknologi, dan modal yang berpijak pada logika pasar.

Dalam perspektif teori commons, sumber daya laut secara historis dikelola sebagai
ruang hidup bersama melalui norma kolektif dan kearifan lokal (Ostrom dalam Poteete
(2016) dan Agrawal (2014). Privatisasi laut dengan dukungan negara merepresentasikan
proses enclosure, yakni perampasan ruang bersama yang menghilangkan hak akses
komunitas lokal terhadap sumber daya yang menopang keberlanjutan hidup mereka.
Sejalan dengan itu, teori kolonialisme ekologis menegaskan bahwa negara berperan
sebagai fasilitator pemindahan kontrol ekologis dari komunitas lokal kepada korporasi
nasional maupun global (Alkhalili, Dajani, and Mahmoud 2023).

Temuan empiris memperkuat kritik tersebut. Penelitian Amalia et al. (2025) menunjukkan
bahwa pemagaran laut di Tangerang mengakibatkan berkurangnya wilayah tangkap
nelayan, meningkatnya konflik sosial, serta melemahnya ketahanan ekonomi rumah tangga
nelayan, sekaligus mendorong degradasi ekosistem pesisir.

Oleh karena itu, privatisasi laut di Tangerang dapat disintesiskan sebagai bentuk
ecological dispossession yang dilembagakan melalui kebijakan negara. Laut sebagai ruang
ekologis dan sosial bersama direduksi menjadi aset ekonomi eksklusif yang tunduk pada
logika pasar. Proses ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir, tetapi
juga merusak fondasi sosial dan kultural komunitas nelayan. Oleh karena itu, kritik
ekologis terhadap privatisasi laut harus diarahkan pada paradigma pembangunan kelautan
yang menempatkan efisiensi ekonomi di atas keadilan ekologis dan hak hidup masyarakat
lokal, serta menuntut reposisi peran negara sebagai pelindung ruang hidup bersama.
Modernitas sebagai Krisis Peradaban

Kritik ekologis yang mendalam menunjukkan bahwa modernitas tidak hanya
melahirkan krisis lingkungan, tetapi juga krisis peradaban (Syahidu 2021). Ketika
pembangunan digerakkan oleh logika untung-rugi dan pertumbuhan ekonomi semata,
relasi manusia dengan alam direduksi menjadi hubungan ekonomi yang mengabaikan
keberlanjutan kosmik dan tanggung jawab etis.

Pemisahan antara ilmu dan nilai, teknologi dan kebijaksanaan, serta pembangunan
dan spiritualitas telah membuat manusia modern kehilangan akar kosmologisnya.
Manusia tidak lagi memandang dirinya sebagai bagian dari alam, melainkan sebagai
penguasa yang berhak mengeksploitasi dan menguasainya atas nama kemajuan. Dalam
kerangka ini, bencana ekologis tidak dapat dipahami sekadar sebagai risiko teknis,
melainkan sebagai simptom peradaban yang menjauh dari nilai ketuhanan, keadilan,
dan keseimbangan.

Perspektif ekologi mendalam (deep ecology) menegaskan bahwa Kkrisis lingkungan
berakar pada pandangan dunia antroposentris yang menempatkan manusia sebagai
pusat dan penguasa alam (Naess dalam Ohoiwutun (2022). Ekologi mendalam
menawarkan kritik radikal terhadap modernitas dengan menyerukan rekonstruksi
kesadaran ekologis, di mana manusia dipahami sebagai bagian integral dari jejaring
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kehidupan kosmik. Sejalan dengan itu, Seyyed Hossein Nasr melihat krisis ekologis
sebagai konsekuensi dari desakralisasi alam akibat pemisahan ilmu dari nilai dan
pengetahuan dari spiritualitas, yang menghilangkan dimensi sakral alam dan
melemahkan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan (Faturohman 2022).

Berbagai penelitian dalam filsafat lingkungan dan ekoteologi memperkuat
pandangan bahwa krisis ekologis kontemporer berkelindan dengan krisis makna,
krisis nilai, dan krisis relasi manusia dengan alam serta dengan Tuhan (Sadilah, N., & Al
Munir 2025) (Wasil and Muizudin 2023), (Aritonang, Silitonga, and Hutauruk 2023),
(Weliska and Mardiah 2025). Oleh karena itu, pendekatan teknokratis tanpa
transformasi nilai dinilai tidak memadai untuk merespons krisis ekologis global.

Berdasarkan kerangka teoretis dan temuan penelitian terdahulu, dapat
disintesiskan bahwa modernitas tidak hanya melahirkan krisis lingkungan, tetapi juga
krisis peradaban yang bersifat ontologis, epistemologis, dan etis. Reduksi alam menjadi
komoditas ekonomi mencerminkan keterputusan manusia modern dari akar
kosmologis dan spiritualnya. Dalam kerangka ini, bencana ekologis bukan sekadar
konsekuensi sampingan pembangunan, melainkan simptom peradaban yang
menyimpang dari nilai ketuhanan, keadilan, dan keseimbangan kosmik.

Kritik terhadap Retorika Pembangunan Berkelanjutan

Istilah sustainable development kerap berfungsi sebagai tameng naratif yang
miskin substansi. Banyak proyek pembangunan yang mengusung label “berkelanjutan”
pada Kkenyataannya hanya merepresentasikan praktik greenwashing, yakni
penggunaan bahasa keberlanjutan untuk melegitimasi agenda ekonomi yang tetap
bersifat eksploitatif (De Freitas Netto et al. 2020). Retorika ini menutupi fakta bahwa
pembangunan masih bertumpu pada ekspansi dan ekstraksi, bukan pada regenerasi
dan keharmonisan ekologis.

Kritik ekologis menegaskan bahwa pembangunan tidak semestinya diukur semata
dari pertumbuhan ekonomi, investasi, atau skala proyek, melainkan dari kemampuan
alam untuk beregenerasi, terjaganya keseimbangan ekologis, dan terwujudnya
keadilan sosial. Dalam kerangka ini, konsep sustainable development dikritik melalui
teori greenwashing dan pendekatan degrowth atau post-growth. Teori greenwashing
menjelaskan bagaimana wacana keberlanjutan digunakan sebagai strategi simbolik
untuk meredam Kkritik publik tanpa disertai perubahan struktural dalam pola produksi
dan konsumsi (De Freitas Netto et al. 2020)

Sementara itu, teori degrowth menegaskan bahwa krisis ekologis tidak mungkin
diatasi selama pembangunan masih bertumpu pada prinsip pertumbuhan ekonomi
tanpa batas. Paradigma pertumbuhan berkelanjutan dipandang kontradiktif secara
ekologis, karena pertumbuhan yang terus-menerus secara inheren menuntut
peningkatan ekstraksi sumber daya alam dan energi (Hickel and Kallis 2020).
Pandangan ini diperkuat oleh penelitian (Yuanitasari, Kusmayanti, and Suwandono
2025) yang menunjukkan bahwa praktik greenwashing semakin meluas dalam wacana
pembangunan global, sementara akar struktural kerusakan lingkungan tetap tidak
tersentuh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disintesiskan bahwa retorika pembangunan
berkelanjutan sering kali berfungsi sebagai legitimasi simbolik bagi kelanjutan model
pembangunan eksploitatif. Keberlanjutan direduksi menjadi jargon kebijakan dan alat
pemasaran, sementara paradigma dasar Pembangunan yang berorientasi pada
pertumbuhan dan akumulasi tetap tidak tersentuh. Oleh karena itu, kritik ekologis
menuntut pergeseran paradigma pembangunan dari logika ekspansi menuju logika
regenerasi, keseimbangan, dan keadilan. Pembangunan tidak lagi dapat diukur semata
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dari capaian ekonomi, tetapi harus dinilai dari kemampuannya menjaga integritas
ekologis, memperkuat keadilan sosial, dan memulihkan relasi etis manusia dengan
alam. Paradigma baru ini meniscayakan integrasi kembali antara ilmu pengetahuan,
nilai moral, dan iman sebagai fondasi pembangunan yang sungguh-sungguh
berkelanjutan.

Perspektif Al-Qur’an tentang Tanggung Jawab Ekologis: Pendekatan Teo-Ekologis
Qur’ani

Al-Qur’an bukan hanya kitab petunjuk ibadah dan akhlak personal, melainkan juga
kitab kosmologis dan etis ekologis yang menggambarkan posisi manusia dalam jaringan
ciptaan Tuhan. Dalam pandangan Qur’ani, alam semesta tidak netral secara spiritual. Ia
adalah entitas yang bertasbih, tunduk pada kehendak Allah, dan memiliki keterhubungan
dengan moralitas manusia. Maka, tanggung jawab ekologis manusia dalam Al-Qur’an
dibangun atas empat pilar utama: khilafah (kekhalifahan), amanah, mizan (keseimbangan),
dan pengakuan spiritual atas tasbih alam. Keempat pilar ini saling terhubung dan menjadi
landasan etika Islam dalam merespons krisis lingkungan global.
1. Khilafah: Mandat Ilahi dan Kepemimpinan Ekologis

Dalam Islam, manusia diposisikan bukan sebagai penguasa absolut atas bumi,
melainkan sebagai khalifah (wakil) Allah yang memiliki tanggung jawab moral dan
spiritual untuk menjaga serta mengelola alam semesta secara adil dan
berkelanjutan.(Syauqiah and Alfalah 2025) Tugas kekhalifahan ini ditegaskan secara
eksplisit dalam Surah Al-Bagarah ayat 30, yang menjadi dasar teologis peran manusia
dalam men]aga lingkungan: . / .
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Artinya:
"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungquhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, *Apakah Engkau hendak menjadikan
orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sementara kami bertasbih memuji-Mu dan
menyucikan nama-Mu?" Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui.”” (QS. Al-Bagarah: 30)

Para mufasir klasik memberikan pemaknaan mendalam terhadap konsep khalifah.
Imam al-Tabarl memaknai khalifah sebagai pengganti (badal), baik dalam arti
menggantikan makhluk sebelumnya yang berbuat kerusakan maupun sebagai generasi
manusia yang silih berganti di bumi (At-Tabar1 2007). Selain itu, ia menegaskan bahwa
khalifah bermakna mandat perwakilan Allah untuk menegakkan perintah dan menjauhi
larangan-Nya. Pandangan ini sejalan dengan Fakhruddin ar-Razi yang melihat
kekhalifahan sebagai kemuliaan besar bagi manusia(Ar-Razi 1981), serta Quraish
Shihab yang menekankan tanggung jawab manusia untuk memelihara dan
mengarahkan seluruh ciptaan sesuai tujuan penciptaannya, termasuk menjaga
keberlanjutan lingkungan(Shihab 2022).

Namun, realitas krisis ekologis di berbagai wilayah Indonesia seperti Kalimantan,
Aceh, Papua, dan Sumatra menunjukkan kegagalan manusia dalam menjalankan
khilafah ekologis. Industrialisasi ekstraktif yang merusak hutan, tanah, dan ruang hidup
masyarakat adat mencerminkan reduksi khilafah menjadi legitimasi eksploitasi alam
demi keuntungan jangka pendek, bukan sebagai amanah perlindungan lingkungan.
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Dalam kerangka etika lingkungan teologis, manusia diposisikan sebagai pemegang
amanah (trusteeship), bukan pemilik mutlak alam (Fuad and Soedarto 2018). Oleh
karena itu, khilafah berkelindan erat dengan prinsip amanah, mizan (keseimbangan),
dan ‘adl (keadilan), yang menuntut pengelolaan bumi secara bertanggung jawab serta
pencegahan fasad fi al-ard. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa krisis ekologis
merupakan kegagalan moral dan spiritual manusia dalam menjalankan mandat ilahi,
bukan semata kegagalan teknis pembangunan (Sara 2025), (Mudin, Wennas, and
Saputri 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disintesiskan bahwa krisis ekologi di Kalimantan,
Aceh, Papua, dan Sumatra merupakan manifestasi kegagalan manusia dalam menjalankan
khilafah ekologis. Industrialisasi ekstraktif yang merusak hutan, tanah, dan ruang hidup
masyarakat adat menunjukkan bahwa mandat khilafah telah direduksi menjadi justifikasi
eksploitasi, bukan tanggung jawab perlindungan. Oleh karena itu, khilafah harus
direinterpretasi sebagai paradigma kepemimpinan lingkungan yang menuntut integrasi
antara iman, etika, dan kebijakan publik. Tanpa rekonstruksi pemahaman khilafah sebagai
amanah ekologis, pembangunan akan terus melahirkan bencana ekologis dan ketidakadilan
sosial.

. Amanah: Etika Tanggung Jawab terhadap Bumi

Manusia dalam Islam tidak hanya diberi peran sebagai khalifah, tetapi juga sebagai
pemikul amanah besar dari Allah (Amelia Rahman, Zalfa Hafizha, and Ulhaq 2023).
Amanah ini bukan sekadar tanggung jawab sosial atau individual, tetapi mencakup
tanggung jawab ekologis untuk merawat ciptaan-Nya. Al-Qur’an menggambarkan betapa
beratnya amanah ini, hingga langit, bumi, dan gunung-gunung pun menolaknya. Hal ini
ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 72:
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Artinya:
"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka
semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, lalu
dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (QS.
Al-Ahzab: 72)

M. Quraish Shihab, merujuk analisis Thabathaba’i, menjelaskan bahwa amanah
dalam QS. al-Ahzab: 72-73 bermakna kesempurnaan ‘wubitdiyah, yang hanya dapat
dicapai melalui pengetahuan tentang Allah dan amal saleh. Dua potensi inilah yang
menjadikan manusia layak memikul amanah, sekaligus rentan mengkhianatinya. Al-
Qur'an menggambarkan manusia yang mengkhianati amanah sebagai zalim dan bodoh,
bukan dalam arti intelektual, melainkan karena kegagalan moral dan spiritual (Shihab
2022).

Mayoritas mufasir, sebagaimana ditegaskan Quraish Shihab dan riwayat yang
dikutip al-Tabari, memahami bahwa amanah tersebut ditujukan kepada seluruh umat
manusia, bukan hanya Nabi Adam. Amanah ini disertai petunjuk ilahi melalui kitab suci
dan bimbingan para Nabi dan Rasul, sehingga manusia memiliki panduan etis dalam
menjalankan tanggung jawabnya.

Dalam konteks kontemporer, praktik seperti pembuangan limbah industri ke
sungai, reklamasi laut yang merusak ekosistem pesisir, perampasan tanah adat demi
investasi, serta penebangan hutan tanpa reboisasi tidak dapat dipahami semata sebagai

persoalan ekonomi atau pembangunan. Praktik-praktik tersebut merupakan bentuk
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pengkhianatan terhadap amanah ekologis, karena menempatkan kepentingan jangka
pendek di atas keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Secara teoretis, konsep amanah merupakan fondasi utama etika lingkungan Islam
(Islamic environmental ethics) yang memosisikan manusia sebagai pengelola (trustee),
bukan pemilik mutlak alam (Saniotis 2012). Alam dipahami memiliki nilai intrinsik
sebagai ayat Allah, sehingga eksploitasi berlebihan dipandang sebagai pelanggaran
moral dan spiritual (Nurhayati, Muttaqin, and Afifullah 2023). Sejumlah penelitian
menegaskan bahwa amanah ekologis menuntut keseimbangan antara pemanfaatan
sumber daya alam dan upaya pelestariannya (Syaugqiah et al. 2025).

Oleh karena itu, amanah dapat sintesi sebagai prinsip moral yang
mengintegrasikan dimensi teologis, etis, dan ekologis. Amanah ekologis meniscayakan
perubahan paradigma pembangunan: dari eksploitasi menuju keberlanjutan, dari
dominasi menuju tanggung jawab, serta dari kepentingan jangka pendek menuju
keadilan ekologis lintas generasi. Islam menuntut manusia bertanggung jawab tidak
hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh ciptaan sebagai wujud
pengabdian dan ketaatan kepada Sang Pencipta.

. Mizan: Prinsip Keseimbangan sebagai Hukum Alam

Salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam terkait tanggung jawab ekologis
adalah mizan (keseimbangan). Al-Qur'an menegaskan bahwa alam semesta diciptakan
dengan penuh keseimbangan dan keteraturan, dan manusia diperintahkan untuk menjaga
serta tidak merusaknya. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Surah Ar-Rahman ayat 7-9
berikut ini:
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Artinya:
“Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan mizan (keseimbangan). Supaya kamu jangan
merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah mizan itu dengan adil dan janganlah kamu
mengurangi keseimbangan itu.” (QS. Ar-Rahman: 7-9)

Para mufasir memberikan penekanan penting terhadap makna mizan. Ibnu Jarir al-
Tabari, melalui riwayat Qatadah dan Ibnu ‘Abbas, menafsirkan ayat tersebut sebagai
perintah menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam
takaran dan timbangan, karena ketidakadilan menjadi sebab kehancuran umat-umat
terdahulu (At-Tabari 2007). Buya Hamka menegaskan bahwa keteraturan alam menjadi
teladan bagi manusia untuk bersikap proporsional dan tidak berlebihan (Hamka 1982),
sementara M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa mizdn bermakna keadilan yang
bersumber dari Allah dan berlaku bagi seluruh ciptaan (Shihab 2022).

Dalam konteks kontemporer, berbagai bencana ekologis seperti banjir, kekeringan
ekstrem, perubahan iklim, krisis air bersih di perkotaan, serta kepunahan spesies
endemik seperti Harimau Sumatra dan Elang Jawa dapat dipahami sebagai manifestasi
rusaknya mizan. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan terganggunya daya
dukung lingkungan akibat tata ruang dan kebijakan pembangunan yang eksploitatif.

Teori ekoteologi Islam memandang krisis lingkungan sebagai konsekuensi dari
ketidakpatuhan manusia terhadap hukum keseimbangan ilahiyah (Widiastuty and
Anwar 2025). Ketika manusia melampaui batas dalam eksploitasi sumber daya, mizan
terganggu dan alam merespons dalam bentuk krisis ekologis. Sejumlah penelitian dalam
kajian Islam dan lingkungan juga menegaskan bahwa kerusakan lingkungan modern
berakar pada sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan yang mengabaikan prinsip
keseimbangan dan keadilan ekologis (Putri et al. 2025), (Suryani 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa mizan dapat dipahami sebagai prinsip integratif yang
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menyatukan dimensi kosmologis, etis, dan ekologis. Menjaga keseimbangan alam bukan
sekadar kewajiban ekologis, tetapi bagian integral dari ketaatan manusia kepada Allah
Swt. Prinsip mizan menuntut perubahan paradigma pembangunan dari orientasi
eksploitatif menuju keberlanjutan dan keadilan ekologis lintas generasi, serta
menegaskan bahwa penegakan keadilan ekologis merupakan wujud nyata
penghambaan manusia kepada Sang Pencipta.

. Tasbih Alam: Spiritualitas Kosmis dan Etika Ekologis

Salah satu dimensi penting dalam pandangan Islam tentang alam adalah
spiritualitas kosmis yakni kesadaran bahwa seluruh makhluk hidup dan benda-benda di
alam semesta memiliki hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Al-Qur’an
menggambarkan bahwa semua ciptaan Allah bertasbih memuji-Nya, meskipun manusia
tidak selalu mampu memahami cara mereka bertasbih. Hal ini ditegaskan dalam Surah
Al-Isra’ ayat 44 berikut:

&'W )/"‘}Iﬁjaowcﬂméyl/%wwd) g-‘?wjuby \ui/&nﬂ;w,,
Jf’-"“&"d\fﬂi

Artinya:

"Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak
ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, hanya saja kamu tidak
memahami  tasbih mereka. Sungguh, Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha
Pengampun.” (QS. Al-Isra’: 44)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan seluruh makhluk baik
yang bernyawa maupun tidak senantiasa bertasbih dan mengagungkan Allah Swt.
Ketidakmampuan manusia memahami tasbih makhluk bukan berarti tasbih itu tidak
nyata, melainkan karena perbedaan cara dan bahasa yang hanya diketahui oleh Allah.
Penegasan ini menempatkan alam sebagai entitas hidup secara spiritual, bukan sekadar
objek fisik (Katsir 1998).

Dalam perspektif ini, perusakan hutan hujan tropis, kepunahan spesies langka,
dan pencemaran laut tidak hanya merusak lingkungan secara ekologis, tetapi juga
mengganggu komunitas kosmis yang sedang menjalankan ibadah kepada Allah. Oleh
karena itu, tindakan ekologis tidak dapat direduksi menjadi persoalan teknis atau legal
semata, melainkan merupakan bagian dari ibadah dan solidaritas spiritual antar
makhluk.

Konsep tasbih alam berakar pada paradigma tauhid kosmik, yang memandang
seluruh realitas berada dalam satu kesatuan penghambaan kepada Allah Swt. ((Azis
2025)). Dalam kosmologi Islam, alam dipahami sebagai ayat kauniyyah, tanda-tanda
kehadiran dan kebesaran Allah, sehingga memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati.
Pandangan ini sejalan dengan etika lingkungan teosentris yang menempatkan Tuhan
sebagai pusat relasi moral antara manusia dan alam (Gule and Surbakti 2021). Berbeda
dari etika antroposentris, pendekatan teosentris menuntut sikap tawadu‘ ekologis dan
pengakuan terhadap martabat spiritual alam. Penelitian Rahmayani et al. (2025)
menemykan bahwa spiritualitas ekologis dalam Islam berangkat dari kesadaran akan
kesakralan alam sebagai amanah dan entitas spiritual. Hilangnya kesadaran sakral
tersebut berkontribusi signifikan terhadap krisis lingkungan modern.

Oeh karena itu konsep tasbih alam menyediakan fondasi etik-spiritual yang kuat
bagi pengembangan etika ekologis Islam. Alam bukan sekadar ruang hidup manusia,
melainkan kom,unitas ibadah kosmik yang secara simultan memuji dan mengagungkan
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Allah Swt. Kesadaran ini menuntut pergeseran paradigma dari relasi eksploitatif menuju
relasi spiritual dan etis antara manusia dan alam, serta menegaskan bahwa menjaga
lingkungan merupakan bagian integral dari penghambaan kepada Sang Pencipta.
5. Fasad: Kerusakan sebagai Akibat Moral dan Seruan untuk Tobat Ekologis

Kerusakan lingkungan dalam pandangan Islam tidak hanya dipahami sebagai
dampak teknis dari kesalahan kebijakan atau teknologi, tetapi sebagai konsekuensi moral
dari perilaku manusia yang menyimpang dari nilai-nilai ilahiyah. Al-Qur’an menegaskan
bahwa kehancuran alam merupakan peringatan spiritual yang bertujuan menyadarkan
manusia agar kembali pada jalan yang benar. Pernyataan ini ditegaskan secara jelas dalam
Surah Ar-Rum ayat 41 berikut:

@ O3 2l lae cedl ot 2B O ol 228G 2 ) o Sk b
Artinya: /
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, agar Allah
merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke
jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)

Ayat ini menunjukkan relasi kausal antara perbuatan manusia dan kerusakan di
darat serta di laut. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa fasdd mencakup berbagai
bentuk krisis ekologis dan sosial, seperti kekeringan, bencana alam, penyakit, dan
kegelisahan kolektif, yang dihadirkan sebagai peringatan agar manusia bertobat. Quraish
Shihab menegaskan bahwa hukuman duniawi tersebut bersifat edukatif, bertujuan
membangkitkan kesadaran moral, bukan sekadar pembalasan. Sementara itu, Ibnu Katsir
memaknai fasad sebagai berkurangnya hasil bumi dan hilangnya keberkahan hidup akibat
kedurhakaan manusia, seraya menegaskan bahwa ketaatan merupakan prasyarat
kelestarian alam (Katsir 1998).

Dalam konteks kontemporer, fenomena seperti gelombang panas ekstrem, banjir,
kelangkaan air bersih, kerusakan terumbu karang, dan polusi udara di kota-kota besar
merupakan manifestasi nyata dari fasad. Krisis ini menunjukkan bahwa kerusakan
ekologis bukanlah peristiwa alamiah semata, melainkan hasil dari eksploitasi berlebihan,
keserakahan struktural, dan pengabaian prinsip keadilan ekologis. Dalam perspektif
Islam, fasad merefleksikan kegagalan manusia menjaga tauhid, amanah, dan mizan dalam
relasinya dengan alam (Rahmayani et al. 2025). Penelitian Manguju dan Yudha Nugraha
(2022), misalnya, menunjukkan bahwa bencana ekologis di Toraja berkaitan erat dengan
praktik eksploitatif dan hilangnya kesadaran spiritual masyarakat terhadap alam.

Berdasarkan kajian teoretis dan temuan penelitian terdahulu, fasad dapat dipahami
sebagai krisis moral-spiritual yang termanifestasi dalam kerusakan ekologis modern. Oleh
karena itu, solusi lingkungan dalam perspektif Islam tidak cukup berhenti pada reformasi
teknis dan kebijakan, tetapi meniscayakan tobat ekologis (ecological repentance) yang
bersifat kolektif. Tobat ekologis menuntut perubahan kesadaran individu sekaligus
transformasi sistem ekonomi-politik menuju keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan
terhadap tatanan alam yang telah ditetapkan Allah Swt.

Relevansi Islam dan SDGs: Integrasi Spiritualitas, Etika Global, dan Tanggung
Jawab Ekologis

SDGs sebagai agenda global tidak hanya mencakup persoalan ekologis, tetapi juga
aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Terdapat 17 tujuan utama dengan 169 target
spesifik yang dirancang untuk memastikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi
semua makhluk hidup di bumi (Elder and Olsen 2019). Dalam perspektif Islam, SDGs
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merupakan medan amal dan aktualisasi nilai-nilai ilahiyah dalam membangun peradaban
berkeadilan (Wulandini and Darlin 2024). Islam tidak memisahkan antara urusan dunia
dan akhirat, antara sosial dan spiritual. Oleh sebab itu, SDGs dapat dipahami sebagai ruang
etis untuk mewujudkan magasid al-syari‘ah (tujuan-tujuan syariat), yakni: menjaga agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta yang seluruhnya berkaitan erat dengan dimensi
pembangunan manusia yang holistik.

1. SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim Islam dan Tanggung Jawab Etis Global

Perubahan iklim saat ini menjadi krisis multidimensi yang mengancam
keberlangsungan hidup lintas bangsa dan generasi. SDGs 13 menyerukan aksi segera
untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya melalui kebijakan, kesadaran publik,
dan penguatan ketahanan iklim.(Wulandini and Darlin 2024)

Dalam Islam, krisis iklim bukan hanya isu fisik, tetapi juga krisis moral dan
spiritual. Seperti yang dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 41, kerusakan yang tampak di
darat dan laut adalah akibat dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab
(Lathifah et al. 2025). Ini menunjukkan bahwa perilaku destruktif manusia terhadap alam
adalah bentuk ketimpangan spiritual dan etika. Perubahan iklim dalam Islam dapat
dimaknai sebagai fitnah ekologis yang menguji tanggung jawab kolektif manusia sebagai
khalifah.

Prinsip Islam seperti ‘adl (keadilan), tawazun (keseimbangan), dan amanah
(tanggung jawab) harus menjadi dasar dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
(Khoiriyah 2021). Ini mencakup pengurangan emisi, gaya hidup berkelanjutan
(gana’ah), serta pelibatan komunitas dalam menjaga keseimbangan bumi. Islam
memandang bahwa ketidakadilan ekologis yang terjadi saat ini merupakan bentuk
kezaliman struktural yang harus dilawan melalui pendekatan etis dan kolektif.

2. SDGs 14: Ekosistem Laut Keadilan Maritim dan Pengelolaan Berbasis Maslahah

Ekosistem laut merupakan ruang kehidupan yang luas dan penting bagi
keseimbangan global, baik sebagai sumber pangan, pengatur iklim, maupun penopang
keanekaragaman hayati. SDGs 14 bertujuan untuk melindungi dan memanfaatkan secara
berkelanjutan sumber daya laut melalui pengurangan pencemaran, perlindungan habitat
laut, dan penghapusan praktik perikanan yang merusak (Huck 2022).

Islam memberikan penghargaan tinggi terhadap laut sebagai ciptaan Allah yang
memiliki nilai manfaat dan keindahan. Seperti dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 14, laut
adalah karunia Allah yang dapat dimanfaatkan dengan syarat disyukuri dan tidak
disalahgunakan (Awaludin 2022). Islam mendorong eksploitasi yang tidak melebihi
batas serta melarang penimbunan, pencemaran, dan penyempitan akses masyarakat
terhadap sumber daya laut.

SDGs 14 dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai isu ekologis, tetapi juga
persoalan keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan. Ketika praktik privatisasi dan
komersialisasi laut mengorbankan nelayan tradisional, Islam menganjurkan syura
(musyawarah), ijtima’iyah (kemaslahatan sosial), dan himayah al-bi’‘ah (perlindungan
lingkungan) sebagai prinsip utama pengelolaan laut. Maka, pelestarian laut bukan hanya
soal konservasi biota, tetapi juga pengakuan atas hak-hak masyarakat pesisir dan
kelestarian budaya maritim yang berkelanjutan.

3. SDGs 15: Ekosistem Darat Konservasi, Keadilan Agraria, dan Keberlanjutan Kehidupan

SDGs 15 menyoroti perlunya menjaga ekosistem darat, hutan, keanekaragaman
hayati, dan tanah dari kerusakan akibat pertambangan, deforestasi, dan konversi
lahan (Husain et al. 2024). Dalam Islam, tanah, pepohonan, hewan, dan makhluk lainnya
tidak hanya dilihat sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai makhluk Allah yang hidup
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dan bertasbih (Herman et al. 2023). Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-An’am ayat
38, seluruh makhluk hidup adalah umat seperti manusia. Islam mengajarkan bahwa
makhluk darat juga memiliki hak untuk hidup, berkembang biak, dan mendapat
perlindungan. Maka, ketika proyek pembangunan seperti tambang, food estate, atau
pembangunan infrastruktur merusak hutan dan merampas tanah masyarakat adat, itu
bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga dosa ekologis dalam perspektif
Islam.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tujuan SDGs sejalan dengan prinsip maqasid
al-syari‘ah dalam Islam, terutama dalam hal keadilan ekologis, keseimbangan, dan tanggung
jawab manusia sebagai khalifah. Misalnya, Syamsu and Ibnudin (2021 )menemukan
keselarasan indikator SDGs dengan nilai maqasid al-syari‘ah sehingga SDGs mencerminkan
tujuan hukum Islam untuk keberlanjutan dan kesejahteraan. Selain itu, studi mengenai
pendidikan Islam menegaskan bahwa integrasi nilai khalifah dan maslahah dalam kurikulum
dapat memperkuat kontribusi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan(Husna and Adrian
2025).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, SDGs 13, 14, dan15 dalam perspektif Islam
dapat dipahami sebagai integrasi spiritualitas, etika global, dan tanggung jawab ekologis.
Perubahan iklim, kerusakan laut, dan degradasi darat bukan sekadar persoalan teknis, tetapi
manifestasi dari ketimpangan moral dan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, pencapaian
SDGs memerlukan pendekatan kolektif yang memadukan kesadaran spiritual, perilaku etis, dan
reformasi sistem ekonomi-politik untuk mewujudkan keberlanjutan dan keadilan ekologis.

KESIMPULAN

Krisis ekologis yang terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari paradigma
modernitas yang mengedepankan ekspansi ekonomi dan eksploitasi alam, namun
mengabaikan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Berbagai kebijakan pembangunan
seperti food estate, privatisasi laut, dan aktivitas ekstraktif lainnya mencerminkan kegagalan
dalam memandang alam sebagai entitas hidup yang memiliki nilai intrinsik dan spiritual.
Kritik ekologis terhadap modernitas bukan hanya menyasar aspek teknis, tetapi menantang
akar nilai dan cara pandang dunia yang antroposentris dan materialistik. Sebagai respon
terhadap krisis ini, paradigma teoekologis Qur’ani hadir sebagai alternatif etis dan
transformatif. Islam memposisikan manusia sebagai khalifah yang memikul amanah untuk
menjaga mizan (keseimbangan), mengakui tasbih alam, dan menjauhi fasad (kerusakan).
Dalam Islam, menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual,
bukan sekadar aktivitas duniawi. Oleh karena itu, pembangunan sejati harus
mengintegrasikan dimensi ilmu, nilai, dan iman dalam satu kesatuan visi peradaban yang
adil dan lestari. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) memperluas ruang
implementasi nilai- nilai Islam secara global. SDGs dan prinsip Islam memiliki titik temu
yang kuat, khususnya dalam isu-isu seperti perubahan iklim (SDG 13), konservasi laut (SDG
14), dan pelestarian ekosistem darat (SDGs 15). Nilai-nilai Qur’ani seperti tawazun,
maslahah, dan larangan israf menjadi prinsip dasar dalam mendesain kebijakan yang adil
bagi manusia dan alam. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengkritik modernitas, tetapi
menawarkan jalan peradaban alternatif yang lebih selaras dengan fitrah manusia,
keseimbangan alam, dan nilai- nilai ilahiyah. Integrasi Islam dan SDGs adalah bentuk nyata
dari upaya membangun dunia yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat di mana
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keberpihakan kepada lingkungan hidup menjadi bagian tak terpisahkan dari penghambaan
kepada Allah dan perjuangan kemanusiaan.

Secara teoritis, paradigma teo-ekologis Qur'ani menawarkan alternatif etis dan
transformatif dengan menegaskan posisi manusia sebagai khalifah yang memikul amanah
untuk menjaga mizan, menghargai tasbih alam, dan menjauhi fasdad, sehingga memperkaya
kajian etika lingkungan melalui integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Secara praktis,
integrasi nilai Islam dengan SDGs—terutama SDG 13, 14, dan 15—memberikan kerangka
implementasi konkret untuk pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan fitrah
manusia, keseimbangan alam, dan nilai ilahiyah, menjadikan pengelolaan lingkungan
sebagai kesatuan etis dan transformatif antara teori dan praktik.
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